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                                                      BAB V 

                                                    PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

        Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui 

penelitian tesis ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pengaturan hukum tentang pidana denda dan pidana kurungan pengganti 

sebagai berikut : 

    a.  Pidana denda 

 Pengaturan pidana denda di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10, Pasal 

30 ayat (1), dan Pasal 42, yang pada intinya menentukan bahwa pidana 

denda merupakan salah satu dari pidana pokok dengan jumlah maksimal  

denda sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima sen) dan semua uang denda 

tersebut masuk ke kas negara. 

    Pengaturan pidana denda di  luar KUHP  terdapat pada: 

      1). Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 

sampai  dengan Pasal 65 yang pada intinya menentukan bahwa denda 

minimal  Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maksimal Rp. 

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan tidak mengatur pidana 

kurungan pengganti. 

            2). Undang-Undang  No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 78 

sampai   dengan Pasal 95 dan Pasal 99 yang pada intinya menentukan 

bahwa denda minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maksimal Rp. 
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7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan tidak mengatur pidana 

kurungan pengganti. 

      3). Undang-Undang  No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 yang pada intinya menentukan 

bahwa denda minimal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) 

maksimal Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dan tidak 

mengatur pidana kurungan pengganti. 

      4).  Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 

77  sampai dengan Pasal 89 yang pada intinya menentukan bahwa 

denda minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maksimal Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan tidak mengatur pidana 

kurungan pengganti. 

      5). Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, Pasal 21, 

sampai dengan Pasal 24 yang pada intinya menentukan bahwa denda 

minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  maksimal Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan tidak mengatur pidana 

kurungan pengganti. 

       6). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam  Rumah Tangga, Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 yang pada 

intinya menentukan bahwa denda minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta 

rupiah) maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan tidak 

mengatur pidana kurungan pengganti. 
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     7). Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 80 

sampai dengan Pasal 82, Pasal 84 dan Pasal 86 yang pada intinya 

menentukan bahwa denda minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta 

rupiah) maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan tidak 

mengatur pidana kurungan pengganti.. 

     8).   Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 yang pada intinya 

menentukan bahwa denda minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah), dan tidak mengatur pidana kurungan pengganti. 

b. Pidana kurungan pengganti: 

             Di dalam KUHP Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), 

dan Pasal 31 ayat (2) yang pada intinya menentukan bahwa bagi terpidana 

yang tidak membayar pidana denda maka diganti pidana kurungan 

pengganti minimal satu hari dan maksimal enam bulan dan terpidana 

boleh menjalani pidana kurungan tersebut tanpa menunggu habisnya 

tempo untuk membayar denda dan juga setiap waktu berhak melepaskan 

dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar pidana denda 

tersebut, sedangkan di luar KUHP tidak diatur mengenai pidana kurungan 

pengganti sehingga dalam pelaksanaannya Hakim menggunakan Pasal 30 

KUHP tersebut bagi terpidana yang tidak membayar denda. 

2. Pemasukan keuangan negara melalui pelaksanaan putusan pidana denda 

terhadap terpidana yang melakukan kejahatan di dalam KUHP tidak ada, 

 

 



 117

sedangkan pemasukan keuangan negara melalui pelaksanaan putusan pidana 

denda terhadap terpidana yang melakukan kejahatan di luar KUHP adalah Rp. 

9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).  

3. Pengaturan hukum tentang pelaksanaan putusan pidana denda yang 

dimungkinkan / seharusnya berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi 

terhadap pemasukan keuangan negara yaitu ketentuan-ketentuan dalam 

pidana denda yang justru menghambat efektifitas pidana denda itu sendiri 

harus diubah yaitu yang diatur pada : 

          a.  Pasal 30 ayat (1)  KUHP. 

          b.  Pasal 30 ayat (3) KUHP. 

           Selain itu harus dibuat peraturan–peraturan baru sehingga pidana denda 

dapat diusahakan untuk dilaksanakan secara nyata supaya dapat 

memberikan kontribusi terhadap keuangan negara. 

 

B.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Perlu diatur lamanya pidana kurungan pengganti seiring kenaikan jumlah 

pidana denda. 

2.  Perlu diatur lembaga sita eksekusi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 

ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

merupakan tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin 

terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar 

dalam batas waktu yang telah ditentukan sehungga menjalani pidana 
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kurungan pengganti benar-benar merupakan pilihan terakhir (ultimum 

remidium), jika perlu mengacu pada Pasal 18  ayat (3) Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana kurungan diganti dengan 

pidana penjara sehingga adanya jaminan nestapa dan efek jera bagi pelaku 

kejahatan-kejahatan yang telah merugikan perekonomian negara. 

        3. Perlu diatur sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda. 

        4. Perlu dinaikkan mengenai besarnya pidana denda di dalam KUHP karena 

masih relatif ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.   
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